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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987 
1.  Konsonan 
No Arab Latin No Arab Latin 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
16 ط t 
2 ب B 17 ظ Z. 
3 ت T 18 ع ‘ 
4 ث S 19 غ G 
5 ج J 20 ف F 
6 ح H. 21 ق Q 
7 خ Kh 22 ك K 
8 د D 23 ل L 
9 ذ Ż 24 م M 
10 ر R 25 ن N 
11 ز Z 26 و W 
12 س S 27 ه H 
13 ش Sy 28 ء ’ 
14 ص S. 29 ي Y 
15 ض D.    
 
2. Konsonan 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari 
vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut:  
viii 
Tanda Nama Huruf Latin 
 َ  Fatḥah A 
 ِ  Kasrah I 
 ُ  Dammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 
و  َ  Fatḥah dan wau Au 
 
Contoh: 
فيك   : kaifa  
لوه :  haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 
ا َ/ ي Fathah dan alif atau ya Ā 
ي ِ Kasrah dan ya Ī 
 ُي  Dammah dan wau Ū 
 
Contoh: 
 َل َ  :qāla 
ىَمَر :ramā 
 َ  ِْ  : qīla 
 ُل ُْ َ  :yaqūlu 
ix 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu: 
a. TaMarbutah (ة) hidup 
TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Tamarbutah (ة) mati 
TaMarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya TaMarbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka TaMarbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
 ْل َ ْط َْا ُ  َْوَر  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl 
ةَر َّنُمْلا ُ َن ِْدَمَْلا  : al-Madīnah al-Munawwarah/al- Madīnatul  
    Munawwarah 
 ْ  َ َْط  : Ṭalḥah 
Catatan: 
Modifikasi 
a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti 
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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Kegiatan kerja praktik pada Lembaga Baitul Mal Aceh Besar yang berlokasi di 
jalan Penglima Polem, Jalin, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Lembaga 
Baitul Merupakan suatu lembaga atau pihak (al jihat) yang mempunyai tugas 
khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun 
pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat 
(al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi 
pendapatan negara. Tujuan penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui 
penyaluran bantuan rumah fakir dan miskin di Lembaga Baitul Mal Aceh Besar. 
Fakir miskin adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak 
dalam memenuhi kebutuhan  sandang, pangan, tempat tinggal dan segala 
keperluan pokok yang lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mereka 
yang menjadi tanggungannya, adapun yang dimaksud dengan miskin adalah 
orang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya 
dan keperluan orang lain yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya 
tercukupi. Bantuan rumah fakir dan miskin di Lembaga Baitul Mal Aceh Besar 
ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, dengan adanya 
bantuan dari Lembaga Baitul Mal Aceh Besar, masyarakat bisa menikmati 
rumah layak huni. Oleh karena itu Lembaga Baitul Mal diharapkan dapat 
memberikan kontribusi kepada masyarakat banyak terutama bantuan rumah bagi 
fakir dan miskin supaya masyarakat kurang mampu juga  dapat menikmati 
rumah layak huni. 
 
xiii 
DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 SK Bimbingan .................................................................. 29 
Lampiran 5 Lembar Kontrol Bimbingan .............................................. 30 
Lampiran 7  Lembar Nilai Kerja Praktik ............................................... 31 
Lampiran 8  Daftar Riwayat Hidup ....................................................... 32 
 
1 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Rumah adalah simbul dan pencerminan tata nilai selera pribadi 
penghuninya atau dengan kata lain sebagai pengejawantahan jati diri, rumah 
sebagai wadah keakraban dimana rasa memiliki, kebersamaan, kehangatan, kasih 
dan rasa aman tercipta di dalamnya.
1
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2005, dinyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi 
oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat 
dan layak, serta rendahnya mutu lingkungan permukiman. Selaras dengan itu 
yang menjadi salah satu permasalahan bidang perumahan dan permukiman di 
Indonesia adalah rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang 
layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin.
2
 Hal ini disebabkan karena 
ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak dan 
terjangkau serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi 
kelompok masyarakat miskin, baik melalui mekanisme pasar formal maupun 
informal.  
Baitul Mal adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang diberi 
kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta 
agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Baitul Mal Aceh Besar 
merupakan lembaga yang dibentuk atas peraturan Bupati Aceh Besar yang 
bergerak dalam bidang pengumpulan dan penyaluran zakat dalam wilayah Aceh 
Besar.  
                                                             
1
Budihardjo.1987. Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan 
Yogyakarta; Gajah Mada University Press  
2
 Suprijanto, Iwan .  2004. Reformasi Kebijakan & Strategi Penyelenggaraan 
Perumahan & Permukiman.Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Universitas Kristen Petra 
Surabaya, Vol. 31, No. 2, Desember 2003. Hal. 161-170. 
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Program-program yang sudah berjalan pada Baitul Mal diantaranya 
adalah beasiswa tahfiz Al-qur’an, beasiswa tingkat mahasiswa, bantuan 
pendidikan berkelanjutan, bantuan pendidikan sekali waktu, bantuan fakir uzur, 
santunan ramadhan, sunatan masal, bantuan anak yatim, program ZIS produktif, 
pemberian modal usaha, bantuan alat-alat kerja, pelatihan life skill dan kegiatan 
dakwah syiar Islam.   
Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga 
tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang 
fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik 
yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa 
kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, 
menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan 
terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, 
diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan 
rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. 
Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dihuni 
berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu 
sendiri. Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang 
memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas, 
terutama kaum fakir miskin. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana 
lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan. 
Permasalahan rumah fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab 
itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan 
dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah 
pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya.  
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Tabel 1: Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin pada Baitul Mal Aceh
3
  
No Tahun Proposal Masuk Proposal yang Terealisasi Ket 
1 2 3 6 7 
1 2013 76 65   
2 2014 80 60   
3 2015 75 45   
4 2016 100 64   
 
Melihat permasalahanan penyediaan perumahan masyarakat miskin di 
atas, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Baitul Mal Aceh Besar 
meluncurkan sebuah program bantuan rumah yang ditujukan bagi masyarakat 
fakir dan miskin, dengan sumber pembiayaan berasal dari dana zakat yang 
dibayarkan oleh warga. 
Baitul Mal Aceh Besar memiliki program penyaluran bantuan rumah 
fakir miskin. Dimana setiap masyarakat golongan fakir miskin mengajukan 
proposal permohonan bantuan rumah fakir miskin kepada Baitul Mal Aceh 
Besar, proposal tersebut nantinya akan diverifikasi, baik itu verifikasi data 
maupun verifikasi lapangan yaitu melihat langsung kelayakan rumah yang 
dibantu oleh Baitul Mal Aceh Besar, 
4
 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
menysusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “Mekanisme 
Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin Pada Baitul Mal Aceh Besar” 
 
1.2 Tujuan Kerja Praktik 
Adapun tujuan kerja praktik adalah untuk mengetahui mekanisme 
penyaluran bantuan rumah fakir dan miskin pada Baitul Mal Aceh Besar. 
                                                             
3Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar 
4Hasil Wawancara dengan Nuri Sartika (Staff  Bidang Pendistribusian Baitul Mal 
Kabupaten Aceh Besar)  pada Tanggal 11 Desember 2016 
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1.3 Kegunaan Kerja Praktik 
1. Khazanah Ilmu Pengetahuan 
LKP ini dapat menjadi bahan referensi bagi Prodi Diploma-III 
Perbankan Syariah dalam ilmu pengetahuan mengenai penyaluran 
bantuan rumah fakir miskin di Baitul Mal Aceh Besar.  
2. Masyarakat 
LKP ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat luas 
baik dalam bentuk teori maupun praktiknya untuk dapat memahami 
tentang Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin pada Baitul Mal Aceh 
Besar. 
3. Instansi Tempat Kerja Praktik 
Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi acuan bagi pihak Baitul Mal 
Aceh Besar dan dapat memberikan kontribusi mengenai penyaluran 
bantuan rumah fakir miskin di Baitul Mal Aceh Besar.  
4. Penulis 
Sebagai penulis untuk memperdalam pengetahuan mengenai penyaluran 
bantuan rumah fakir miskin serta dapat membandingkan teori yang 
diperoleh penulis selama perkuliahan dengan penerapan di instansi 
tempat kerja praktik.  
 
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik 
Job training dilakukan oleh penulis lakukan telah menambah wawasan 
mengenai sistem perkantoran. Selain itu laporan kerja praktik ini menambah 
pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai bantuan rumah fakir miskin pada 
Baitul Mal Aceh Besar. 
Setiap mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah sebelum melakukan 
kerja praktik, terlebih dahulu mahasiswa harus mengambil mata kuliah metode 
penulisan laporan, kemudian mahasiswa mendaftarkan diri ke jurusan dengan 
mengisi formulir surat rekomendasi untuk magang, sebelum mahasiswa ke 
instansi tempat magang, mahasiswa mengikuti briefing atau pembekalan. Setelah 
5 
mengikuti briefing dan telah melengkapi semua persyaratan magang maka 
mahasiswa bisa melakukan kegiatan kerja praktik di instansi yang sudah 
disetujui. 
Praktik kerja Lapangan yang penulis lakukan di Baitul Mal Kabupaten 
Aceh Besar selama 45 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai 
dengan 15 April 2016 yang jam kerjanya dimulai dari pukul 08.00 wib hingga 
pukul 16:45 wib. Selama pelaksanaan kerja praktik di Baitul Mal Kabupaten 
Aceh Besar tersebut penulis banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman tentang 
lembaga tersebut. 
Adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di Baitul Mal 
Kabupaten Aceh Besar selama 45 hari adalah sebagai berikut: 
1. Membuat data absen pegawai Baitul Mal. 
2. Membuat data fakir miskin dan fakir uzur. 
3. Membuat data santri yang mendapat Beasiswa. 
4. Mengisi buku tamu Baitul Mal. 
5. Mengirim data Baitul Mal Aceh Besar ke Baitul Mal Pusat Banda Aceh. 
6. Membantu petugas turun langsung ke lapangan untuk melihat rumah 
yang layak mendapat bantuan rumah. 
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BAB II 
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTEK 
 
2.1 Sejarah Baitul Mal Aceh Besar 
Sejarah terbentuknya Baitul Mal tidak terlepas dari Badan Penertiban 
Harga Agama (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 1973. 
Setelah berjalan selama dua tahun kemudian Badan Penertiban Harta Agama 
berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada tanggal 10 
Februari 1993 Badan Harta Agama(BHA) berubah lagi namanya menjadi Badan 
Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian pada tahun 2003 berubah 
lagi menjadi Badan Baitul Mal dengan keluarnya keputusan Gubernur No. 
18/2003.
5
 
Pasca Tsunami tahun 2004 dan MOU Helsinki tahun 2005 Aceh 
mengalami era transisi baik itu transisi hukum dan lain-lain, dimana Undang-
Undang No. 18/2001 dicabut dan diganti UU No. 11/2006 tentang Pemerintah 
Aceh. Dalam Undang Undang tersebut Pasal 191 dan 192 mengatur Tentang 
Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Baitul Mal di Aceh. Penjabaran dari Undang 
Undang tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, tentang Baitul 
Mal, mulai dari Baitul Mal Aceh, kabupaten/kota sampai Baitul Mal 
gampong/desa, Sedangkan Baitul Mal Aceh Besar diatur dalam undang-undang  
Nomor 166 tahun 2005 pada tanggal 08 Oktober 2005. 
Selanjutnya, sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP)No. 41 
Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Maka  sesuai dengan Qanun 
No. 3 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas lembaga teknis 
daerah, Baitul Mal dijadikan sebagai salah satu lembaga di lingkup pemerintahan 
kabupaten Aceh Besar.  
 
 
                                                             
5 http://baitulmal.acehprov.go.id 
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2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Besar 
Sebuah lembaga baik itu instansi pemerintah maupun swasta struktur 
organisasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran produktifitas kerja, dan untuk 
memperjelas antara wewenang dan tanggung jawab. Badan Baitul Mal Aceh 
Besarstruktur organisasi dan juga-tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati Aceh 
Besar No. 21 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja badan 
pelaksanaan Baitul Mal kabupaten Aceh Besar. Adapun struktur organisasi 
Baitul Mal Aceh Besar sebagai berikut: 
1. Kepala 
Kepala Badan Pelaksanaan Baitul Mal Aceh Besar mempunyai tugas 
melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, 
sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, harta 
wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan 
Syari`at Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Baitul Mal Aceh 
Besar mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik. 
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama 
3. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan 
harta Agama 
4. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf 
dan harta agama produktif  
5. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan 
harta agama produktif 
6. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengeloaan 
zakat, harta wakaf dan harta agama untuk membuat perencanaan 
tahunan 
7. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai 
dengan ketentuan syariat Islam 
8. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama. 
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2. Sekretariat 
Sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administratif kepada lembaga Baitul Mal. Adapun kegiatan yang dilakukan 
oleh bagian sekretariat Baitul Mal sebagai berikut: 
1. Penyusunan program sekretariat Baitul Mal 
2. Malaksanakan fasilitasi penyiapan program Baitul Mal  
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Batul Mal  
4. Pengelolaan administratif keuangan, kepegawaian, perlengkapan, 
rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Baitul Mal 
5. Penyiapan penyelanggara persidangan dan membuat risalah rapat-
rapat yang diselenggrakan oleh Baitul Mal 
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait 
lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat 
Baitul Mal 
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
pimpinan Baitul Mal. 
3. Bendahara 
Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bendahara pada 
Baitul Mal Aceh Besar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 
1. Bendahara terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara 
penyaluran. 
2. Bendahara penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, 
penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggung jawaban 
seluruh penerimaan Baitul Mal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3. Bendahara penyaluran mempunyai tugas melakukan transaksi 
pengeluaran, penatausahaan dan membuat pertanggung jawaban 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
4. Bendahara penerimaan dan bendahara penyaluran dilarang 
menyimpan uang Baitul Mal pada Bank atau lembaga lain atas nama 
pribadi. 
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4. Kepala Urusan Pengumpulan 
Kepala urusan pengumpulan zakat mempunyai tugas sebagai berikut: 
1. Mendata muzakki untuk dapat melakukan pemetaan potensi zakat 
dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 
2. Memberikan informasi tentang kadar zakat yang telah ditetapkan oleh 
Baitul Mal kepada muzakki untuk dibayar. 
3. Mengumpulkan/menerima zakat 
4. Memberikan laporan keadaan penerimaan zakat serta kendala 
lapangan (jika ada) kepada kepala/pengurus. 
5. Kepala Urusan Pendistribusian 
Bidang pendistribusian mempunyai tugas menyalurkan zakat sesuai 
dengan asnaf yang telah ditetapkan, menyalurkan infak dan harta agama 
lainnya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan berdasarkan syari`at serta 
membuat pertanggung jawaban dan pelaporan secara berkala, adapaun 
kegiatan yang dilakukan oleh bagian pendistribusian sebagai berikut: 
a. Pendataan mustashik sesuai dengan ketentuan syariat 
b. Penetapan masing-masing porsi asnaf untuk penyaluran zakat baik 
yang bersifat komsumtif maupun produktif. 
c. Penyusunan program untuk pembinaan mustashik. 
d. Perencanaan penyaluran infaq dan harta agama lainnya sesuai dengan 
peruntukannya yang telah ditetapkan. 
e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat, infaq dan harta agama 
lainnya serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau isntansi terkait lainnya 
yang berhubungan dengan pendistribusian 
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal. 
6. Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) 
Unit pengelola zakat produktif adalah unit kerja yang bertugas untuk 
mengelola zakat produktif. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh unit 
pengelola zakat produktif sebagai berikut: 
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1. UPZP mempunyai tugas melakukan pengelolaan zakat produktif yang 
telah dipisahkan untuk disalurkan kepada mustashik sesuai dengan 
keputusan Kepala Baitul Mal. 
2. UPZP dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal melalui Kepala Bagian 
Pendistribusian. 
Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Besar 
Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan. Adapun Visi Baitul Mal Aceh Besar adalah: “Menjadi 
Baitul Mal Aceh Besar sebagai Lembaga Amil yang Profesional, Jujur dan 
Amanah” 
Misi Untuk mencapai Visi dari Baitul Mal Aceh Besar, maka urusannya 
sebagai berikut: 
1. Mewujudkan pelayanan yang optimal kepada muzakki dan mustashik. 
2. Mewujudkan kesadaran berzakat sebagai suatu kewajiban. 
3. Mewujudkan para mustashik untuk menjadi muzakki 
4. Mewujudkan pembayaran zakat melalui Baitul Mal (Amil Zakat) 
5. Mewujudkan masyaraka6 
 
2.3 Kegiatan Baitul Mal Aceh Besar 
1. Pengumpulan Zakat 
Pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara menerima 
atau mengambil dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki. Baitul 
Mal dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta 
muzakki yang ada di bank berdasarkan permintaan muzakki.
7
 
Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan kegiatan usaha di 
Aceh Besar yang memenuhi syarat sebagai muzakki menunaikan zakat dan 
dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap hartanya dan kewajiban 
                                                             
6Buku Panduan Penyusunan Baitul Mal Aceh Besar, Tahun 2015 
7 Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal 
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zakatnya, dan apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban 
zakatnya, muzakki dapat meminta Baitul Mal untuk menghitungnya. 
2. Pengelola Zakat 
Pembayaran zakat pendapatan/jasa dilakukan melalui tempat muzakki 
bekerja.Semua penerima zakat yang di kelola oleh Baitul Mal Aceh Besar 
merupakan sumber PAD Aceh Besar yang harus disetor ke Kas Umum 
Daerah Kabupaten Aceh Besar. PAD Aceh Besar disimpan dalam rekening 
tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupeten Aceh Besar yang 
ditunjuk oleh Bupati Aceh Besar. 
Pengumpulan dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri 
dan hanya dapat di cairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang 
diajukan oleh Baitul Mal Aceh Besar sesuai dengan Asnaf masing-masing. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh muzakki 
dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari Bendaharawan Umum 
Daerah (BUD) Kabupaten Aceh Besar diatur dengan peraturan Bupati. 
3. Pendayagunaan Zakat 
Zakat didayagunakan untuk mustashik baik yang bersifat produktif 
maupun bersifat komsumtif berdasarkan ketentuan syariat.Mustashik zakat 
untuk produktif harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
1. Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak, 
2. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai 
pembimbing/penyuluh, 
3. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periode setiap enam 
bulan.
8
 
Mustashik zakat untuk komsumtif harus memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
1. Berusia lanjut (di atas 60 tahun), 
2. Dalam keadaan sakit/uzur, 
                                                             
8 Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal 
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3. Tidak mempunyai saudara/anak/family langsung yang dapat 
membantu kehidupan sehari-hari, 
4. Tidak mempunyai rumah sendiri yang dinilai layak huni/menumpang 
pada orang lain dan tidak mendapat santunan dari pihak lain, 
5. Taat beribadah. 
 
2.4 Keadaan Baitul Mal Aceh Besar 
 Berdirinya Baitul Mal Aceh Besar tentu mempunyai visi dan misi.Baitul 
Mal Aceh Besar mempunyai visi “Menjadi Baitul Mal Aceh Besar sebagai 
Lembaga Amil yang Profesional, Jujur dan Amanah”.Dan mempunyai misi 
“memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustashik dan masyarakat 
yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh Besar.Memberikan konsultasi dan 
advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian.Meningkatkan 
assessment dan kinerja Baitul Mal Aceh Besar. 
 Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja para staf/karyawan yang telah di 
tetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh Besar dengan tujuan menjadikan Baitul 
Mal Aceh Besar sebagai lembaga pengelola zakat, harta waqaf, harta agama dan 
perwalian dalam rangka pelaksanaan syariat Islam, pemberdayaan ekonomi umat 
dan pembarantasan tingkat kemiskinan di Aceh Besar. 
 
2.5 Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh Besar 
1. Baitul Mal Aceh Besar berwenang mengumpulkan,mengelola dan 
menyalurkan: 
a. Zakat Mal pada tingkat kabupaten meliputi: BUMN dan perusahaan 
swasta besar. 
b. Zakat Pendapatan dan jasa/honorium dari: 
a) Pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan pemerintah yang berada di 
Kabupaten Aceh Besar 
b) Pejabat/PNS/Karyawan lingkup pemerintah Aceh Besar 
c) Pimpinan dan anggota DPRK 
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d) Karyawan BUMN dan perusahaan swasta besar pada tingkat 
Kabuapten Aceh Besar 
e) Ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat 
kabupaten Aceh Besar. 
2. Membentuk Baitul Mal Gampong yang ditetapkan dengan keputusan 
Baitul Mal kabupaten 
3. Meminta laporan secara periodik setiap enam bulan dari Baitul Mal 
Gampong 
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegaiatan Baitul Mal 
Gampong.
9
 
 
 
 
 
                                                             
9Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar pada 
Tanggal 22 Juni 2016 
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 BAB III 
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK 
 
3.1. Kegiatan Tempat Praktik 
Kegiatan kerja pratik pada Baitul Mal Aceh Besar berlangsung selama 
kurang lebih 1 setengah bulan atau 30 hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan 
oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Selama penulis melaksanakan 
kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh terhitung mulai tanggal 01 Maret 
2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016, penulis telah mendapatkan banyak 
pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan 
ilmu yang telah didapat pada saat perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari 
bantuan dan bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan serta karyawati 
Baitul Mal Aceh Besar. 
Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh Besar, 
penulis ditempatkan di bidang sekretariat (bidang umum). Adapun kegiatan yang 
pensulis lakukan lakukan pada bagian umum :  
1. menerima surat masuk dan surat keluar.  
2. mencatat dalam buku agenda dan diinput data ke komputer. 
Selain itu selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal 
Aceh, penulis juga belajar pada bagian penerimaan proposal bantuan rumah fakir 
miskin. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Menginput data pemohon 
Setiap pemohon bantuan yang datang untuk mengajukan proposal 
bantuan penulis menganggendakan proposal untuk dapat diverifikasi 
syarat dan kelayakan. 
b. Merekap proposal masuk . 
Setiap proposal yang masuk dikumpulkan dan disimpan dengan baik, 
setiap minggunya penulis merekap dan mengecek ulang dengan yang 
sudah diinput. 
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3.2 Bidang Kerja Praktek 
Selama penulis melakukan kerja praktik di Baitul Mal Aceh Besar, 
penulis melihat dari berbagai sudut kegiatan yang dilakukan oleh pihak Baitul 
Mal Aceh, salah satunya penyaluran bantuan rumah fakir miskin. Dimana setiap 
masyarakat golongan fakir miskin mengajukan proposal permohonan bantuan 
rumah fakir miskin kepada Baitul Mal Aceh Besar, proposal tersebut nantinya 
akan divefirikasi, baik itu verifikasi data maupun verifikasi lapangan yaitu 
melihat langsung kelayakan rumah yang dibantu oleh Baitul Mal Aceh Besar, 
setelah tahapan verifikasi selanjutnya tahapan penentuan rumah fakir miskin 
yang akan dibantu sekaligus dengan pembuatan SK yang dikeluarkan oleh 
kepala Baitul Mal Aceh Besar terhadap rumah bantuan tersebut. 
3.2.1 Kriteria Fakir dan Miskin Menurut Baitul Mal Aceh Besar 
Kriteria fakir dan miskin merupakan hal utama dalam hal penyaluran 
bantuan rumah. Maka dengan ini Baitul Mal membuat kriteria penyaluran 
bantuan berdasarkan kategori masing-masing yaitu kategori fakir dan miskin. 
Kriteria kategori masing-masing sebagai berikut: 
Pertama :  fakir adalah sebagai berikut: Tidak memiliki tempat tinggal pribadi, 
Tinggal menumpang dengan orang lain dan tidak sanggup menyewa 
rumah, Tidak mempunyai pekerjaan tetap, Penghasilan yang diperoleh 
30% dari kebutuhan sehari-hari, Memliki tanggungan lebih dari 3 
(tiga) orang. 
Kedua :  miskin adalah Mempunyai tempat tinggal pribadi sangat sederhana, 
Tinggal dirumah kontrakan/rumah sewa, Mempunyai pekerjaan tetap 
tetapi tidak memadai, Mempunyai penghasilan 50% dari kebutuhan 
sehari-hari, Memiliki tanggungan lebih dari 4 (empat) orang
7
. 
 
 
 
                                                             
7
 Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Baitul Mal Aceh Besar, pada Tanggal 
11 Agustus 2016 
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3.2.2 Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin 
1. Pendataan 
Dalam melakukan pendataan Baitul Mal Aceh Besar mempunyai tim. 
Tim tersebut bertugas melakukan pendataan masyarakat fakir dan miskin di 
setiap desa serta berkoordinasi dengan setiap kepala desa di Aceh Besar. 
Pendataan fakir miskin dilakukan untuk memudahkan Baitul Mal dalam 
menyalurklan bantuan rumah fakir miskin, agar tidak melenceng dari pada 
sasaran yang sudah ditentukan. pendataan fakir miskin merupakan langkah 
petama yang harus ditempuh guna mengetahui daerah mana yang teradapat 
fakir miskin yang rumahnya memang benar-benar tidak layak dihuni dan 
tidak sehat. Terkait dengan penyaluran bantuan rumah fakir miskin Baitul 
Mal Aceh Besar menentukan syarat-syarat  sebagai berikut: 
a. Dari keluarga miskin dengan melengkapi surat keterangan miskin dari 
kepala desa setempat, 
b. Tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk 
memenuhi diri dan keluarga 
2. Pelaksanaan 
Dalam pelaksanaannya, Baitul Mal Aceh Besar melakukan penyaluran 
bantuan rumah fakir miskin dengan cara mendata masyarakat di setiap daerah 
kabupaten. Selanjutnya setiap data tersebut nantinya akan diverifikasi baik itu 
kelengkapan adminstarasi berkas permohonan yang sudah dajukan dalam 
bentuk proposal maupun keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dengan 
memperhatikan berbagai prosedur-prosedur antara lain,  
a. Bupati mengeluarkan keputusan tentang bantun rumah untuk fakir 
miskin di Aceh Besar 
b. Baitul Mal Aceh Besar melaksanakan tugas pendataan dan penyaluran 
bantuan rumah fakir miskin di Aceh Besar. 
3. Mekanisme Penyaluran 
Setelah tahap Verifikasi, maka Baitul Mal Aceh Besar melakukan 
penyaluran  batuan rumah fakir miskin dengan cara: 
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a. Penyaluran akan dilakukan di gampong setempat dengan membangun 
langsung rumah bantuan tersebut, 
b. Sebelum penyerahan bantuan, terlebih dahulu dilakukan pengarahan 
oleh pihak Baitul Mal Aceh Besar mengenai bantuan rumah 
4. Monitoring dan Evaluasi 
a. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh bidang pengawasan dengan 
mempelajari laporan penyaluran bantuan rumah fakir miskin yang 
disampaikan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan 
b. Bidang pengawasan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada 
kepala Baitul Mal Aceh Besar 
c. Hasil Monitoring dan evaluasi menjadi bahan masukan untuk evaluasi 
akhir tahun bidang pendistribusian dan pendayagunaan. 
5. Pelaporan 
a. Laporan Keuangan 
Bidang pendistribusian dan pendayagunaan membuat laporan 
keuangan yang mencakup jumlah penerima bantuan, jumlah bantuan 
yang diterima oleh penerima bantuan dan total anggaran yang 
disalurkan. 
b. Laporan Kegiatan 
a) Tim membuat laporan kegiatan yang mencakup pendahuluan, 
realisasi kegiatan, hasil yang dicapai dan usulan/saran, dan 
diserahkan kepada Bidang  Pendistribusian dan Pendayagunaan 
b) Laporan kegiatan melampirkan foto-foto pendukung.8 
 
3.2.3 Tujuan Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin 
Ada beberapa tujuan dari penyaluran bantuan rumah fakir miskin, yaitu:
9
 
1. Tercapainya maksud dari zakat itu sendiri 
2. Mengurangi angka kemiskinan  
                                                             
8
Buku Panduan Penyusunan Baitul Mal Aceh Besar, Tahun 2015 
9
Hasil Wawancara dengan Nuri Sartika (Staff  Bidang Pendistribusian Baitul 
Mal Kabupaten Aceh Besar)  pada Tanggal 22 Juni 2016 
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3. Memberi tempat tinggal yang layak dan sehat 
4. Memperkecil perbedaan antara masyarakat miskin dengan masyarakat 
menengah ke atas 
5. Meningkatkan kepuasan muzakki 
6. Meningkat atau membangun citra Baitul Mal 
 
3.2.4 Kendala-kendala dalam Proses Penyaluran Bantuan Rumah Fakir 
Miskin 
Hasil kerja praktik yang penulis lakukan di Baitul Mal Aceh Besar, 
penulis dapat menyimpulkan ada beberapa hal yang menghambat dalam 
penyaluran bantuan rumah fakir miskin yang dila kukan oleh Baitul Mal Aceh 
Besar, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Kurangnya data lapangan 
Kurangnya data di lapangan meyebabkan informasi yang didapatkan 
oleh Baitul Mal dalam  penyaluran bantuan rumah fakir miskin yang 
dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Besar terhambat, dikarenakan wilayah di 
Aceh Besar rata-rata lebih banyaknya perdesaan antara perkotaan kemudian 
adanya daerah-daerah  pelosok yang sulit terjangkau oleh Baitul Mal Aceh 
Besar. Hal lainnya lagi dikarenakan proses penerimaan bantuan rumah fakir 
miskin pada Baitul Mal Aceh Besar harus melalui proposal yang diserahkan 
oleh masyarakat fakir miskin kepada Baitul Mal Aceh Besar, setelah itu tahap 
verifikasi, dikarenakan masih banyak warga masyarakat Aceh Besar yang 
belum mengetahui persyaratan tersebut 
2. Kuranggnya Anggota Tim dan Luas Wilayah Yang Sulit Dijangkau 
Kurangnya anggota merupakan kendala yang sangat berarti yang 
dihadapi oleh Baitul Mal Aceh Besar, anggota yang sekarang ini jauh dari 
kata ideal bagi sebuah lembaga pengumpul, pengelola dan penyalur bantuan 
bagi seluruh Aceh Besar. Padahal dengan luas wilayah dan jumlah penduduk 
yang sangat besar, seyogyanya membutuhkan anggota yang banyak. 
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3.3 Teori Yang Berkaitan 
3.3.1 Pengertian Fakir Miskin 
Fakir adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta, atau 
memiliki sedikit harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan namun tidak dapat 
memenuhi kebutuhan hidup.
10
 Sedangkan miskin adalah orang yang tidak punya 
apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Dan boleh dikatakan 
miskin orang yang dihinakan oleh kemiskinan atau selainnya.
11
 Dengan kata lain 
miskin adalah orang yang hina karena fakir jadi miskin menurut bahasa adalah 
orang yang diam dikarenakan fakir. 
3.3.2 Tujuan Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin 
Adapun tujan penyaluran bantuan rumah fakir miskin yang dilakukan 
oleh Baitul Mal Aceh Besar sebagai berikut: 
1. Untuk tercapainya maksud dari zakat itu sendiri 
2. Salah satu cara meningkatkan taraf hidup orang fakir dan miskin yang 
beragama Islam. 
3. Memberikan tempat tinggal yang layak 
4. Memperkecil perbedaan masyarakat miskin dan masyarakat menengah ke 
atas.
12
 
3.3.3 Landasan Hukum Penentuan Fakir Miskin  
1. Landasan Hukum Penyaluran Zakat Fakir Miskin Menurut   
Al Qur’an dan Hadist  
Kalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian 
fakir dan miskin. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan fakir 
adalah orang yang tidak punya penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan 
                                                             
10 Sayyid Saabiq, Fikih Sunnah, Penerbit: PT.Al-Ma'arif, Bandung. hal. 104 
11
 Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, Pedoman Zakat, Semarang, PT. Pustaka 
Rizki Putra, 2006, hlm. 166. 
12 Hasil Wawancara dengan Nuri Sartika (Staff  Bidang Pendistribusian Baitul 
Mal Kabupaten Aceh Besar)  pada Tanggal 22 Juni 2016 
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sehari-hari. Sedangkan pengertian miskin adalah orang memiliki pekerjaan 
tetap tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. 
13
 
Menurut mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, yang 
dimaksud dengan fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau 
penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan,tempat 
tinggal, dan segala keperluan pokok yang lainnya, baik untuk dirinya sendiri 
maupun untuk mereka yang menjadi tanggungannya. Adapun yang dimaksud 
dengan miskin oleh ketiga Imam tersebut adalah orang mempunyai harta atau 
penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan keperluan orang lain 
yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. 
Dalam Fiqih Sunnah: fakir miskin adalah: orang-orang yang berada 
dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan yang mereka perlukan. 
kebalikannya ialah orang-orang kaya dan berkecukupan. 
Dalil tentang bantuan zakat bagi fakir dan miskin firman Allah Swt: 
 
 
 
 
 
 
Artinya : Sesungguhnya zakat itu. Hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk 
hatinya, untuk memerdekan budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah:60) 
 
Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas dalam kitabnya beliau 
menulis sebagai berikut, “Tatkala Allah SWT menyebutkan penentangan 
orang-orang munafik yang bodoh itu atas penjelasan Nabi Muhammad Saw 
                                                             
13Murni Djamal, Ilmu Fiqih, Jakarta, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi 
Agama Islam, tahun 1982. hal 260.  
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dan mereka mengecam beliau mengenai pembagian zakat, maka kemudian 
Allah menerangkan dengan tegas bahwa, dialah yang membaginya, dialah yang 
menetapkan ketentuannya dan dia pula yang memproses ketentuan-ketentuan 
zakat itu sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Dia tidak pernah menyerahkan 
masalah pembagian ini kepada siapapun selain dia. Maka dia membagi-bagikan 
kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam ayat di atas.
14
 
Oleh karena itu Al-Qur‟an lebih mengutamakan golongan ini dan Al-
Qur‟an diturunkan dalam bahasa arab yang jelas dan supaya ahli-ahli bahasa 
arabd dapat mendahulukan yang lebih penting. Mengingat bahwa dalam 
mengatasi kemiskinan dan menyantuni kaum fakir dan miskin merupakan 
sasaran pertama dan menjadi tujuan utama zakat pula. Dalam beberapa hadist 
Rasulullah Saw telah mengatakan kepada mu‟az tatkala ia ditugaskan ke 
Yaman: 
Artinya: Ajarkanlah kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan 
diambil dari orang kaya dan diberikan kapada golongan miskin 
Hadist lain yang diriwayatkan dari ibnu „Amr r.a, ia berkata bahwa Rasulullah 
Saw bersabda: 
Artinya: Dari Abdullah Ibnu Umar bin Al-Ash bahwa Rasulullah Saw 
bersabda “Zakat tudak halal diberikan kepada orang kaya dan 
mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja”, (Shahih: Shahihul 
Jami’ No: 7251). 
Banyak orang yang mengira bahwa orang miskin hanyalah mereka yang 
bekerja dengan cara meminta-minta dan mempertontonkan kekafiran dan 
kemiskinannya. Gambaran semacam itu merupakan gambaran sejak dahulu 
sampai kezaman Rasulullah Saw. Kemudian beliau mengingatkan kepada 
manusia bahwa yang dinamakan orang miskin adalah orang-orang yang bebar-
benar membutuhkan. Mereka adalah pengangur yang tersembunyi.merekalah 
                                                             
14Abdul „Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz, (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 
2006), hlm. 439. 
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yang berhak dan patut mendapatkan pertolongan masyarakat meskipun 
kebanyakan orang tidak menyadarinya. Rasulullah Saw bersabda:  
Artinya: Orang miskin bukanlah yang diberika sebiji atau dua biji kurma dan 
sesuap atau dua suap nasi. Akan tetapi orang miskin adalah orang 
yang menjaga kehormatan. Dan jika kalian mau bacalah firmanNya, 
“…mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain…”.  
(HR Bukhari)  
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna “mereka tidak meminta secara 
paksa kepada orang lain” adalah orang-orang kekurangan dengan tidak 
mengemis dan tidak membebani orang lain dengan permintaan yang mereka 
sendiri tidak membutuhkannya karena orang yang meminta, sedangkan ia tidak 
memerlukanya adalah orang yang telah mendesak dalam meminta. Meskipun 
demikian, jika seorang miskin terpaksa harus meminta, memintalah sesuatu 
yang diperlukan saat itu dan tidak berlebihan.
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2. Landasan Penyaluran Zakat untuk Fakir Miskin Berdasarkan Qanun 
Pemerintah Aceh 
Zaman seperti ini landasan hukum dari Negara atau dari pemerintahan 
daerah sangatlah dibutuhkan, jika suatu permasalahan ditetapkan hanya atas 
dasar landasan Agama maka akan terjadi perselisihan diantara umat. Maka 
perlu kiranya ditetapkan sebuah landasan hukum dari pemerintah. Mengenai 
penyaluran Zakat untuk fakir dan miskin telah diatur dalam Qanun Aceh 
Nomor 10 Tahun 2007 dalam Bab VI (enam), Tentang Pendayagunaan Zakat, 
seperti terdapat dalam Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:
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1. Zakat didayagunakan untuk baik yang bersifat produktif maupun 
komsumtif berdasarkan ketentuan syari‟at. 
2. Mustashik zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:  
                                                             
15 Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 
160. 
16
 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 dalam Bab VI (enam), Tentang 
Pendayagunaan Zakat 
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a. Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak, 
b. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai 
pembimbing/penyuluh dan 
c. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 
(enam) bulan. 
3. Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh. 
Kemudian dalam Peraturan Gebernur Aceh Nomor 92 Tahun 2008 
Bagian ketiga, Paragraph 3. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada 
Pasal 15 dan 16 yaitu: 
Pasal 15: Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas 
melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang 
sudah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan. 
Pasal 16 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:
17
 
1. Pelaksanaan pendataan mustashik sesuai dengan ketentuan syariat, 
2. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat kosumtif 
maupun zakat produktif, 
3. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelola zakat 
produktif, 
4. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustashik, 
5. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai 
dengan ketentuan akuntasi, 
6. Pelaksanaan pelaporan secara periodik, 
7. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait 
lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan  
                                                             
17Baitul Mal Aceh, Himpunan Peraturan Tentang Baitul Mal Aceh, (Banda 
Aceh: Baitul Mal Aceh, 2008), hlm. 39. 
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8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala 
Baitul Mal Aceh. 
 
3.3.4 Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin 
Baitul Mal Aceh Besar memiliki  strategi khusus  agar  penyaluran 
bantuan rumah fakir miskin tidak melenceng dari pada sasaran yang sudah 
ditentukan sejak awal. Salah satu strategi yang ditempuh oleh Baitul Mal Aceh 
Besar yaitu pembentukan kelembagaan Baitul Mal Gampong. 
Berdasarkan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (4) disebutkan 
Baitul Mal Gampong adalah Lembaga Gampong Non Struktural yang dalam 
melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan 
bertanggungjawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.
18
 Lembaga Baitul Mal 
Gampong nantinya yang akan mendata penduduk fakir dan miskin di setiap 
gampong, untuk selanjutnya data-data tersebut diserahkan kepada Baitul Mal 
Kabupaten. Lembaga Baitul Mal Gampong juga akan mensosialisasikan kepada 
masyarakat terkait bantuan rumah yang ada pada Baitul Mal Kabupaten yang 
diperuntukkan untuk masyarakat fakir dan miskin. 
 
3.4 Evaluasi Kerja Praktek 
Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik pada 
Baitul Mal Aceh Besar, penyaluran bantuan rumah fakir miskin sudah sesuai 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diberlakukan, baik ketentuan 
berdasarkan Al-Qur‟an maupun peraturan lembaga pemerintah Aceh salah 
satunya adalah Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pada 
Baitul Mal Aceh Besar. 
Penyaluran bantuan merupakan salah satu upaya yang telah direncanakan 
oleh lembaga Baitul Aceh Besar, penyaluran ini juga merupakan salah satu 
program yang diselenggarakan oleh Baitul Mal dalam rangka untuk menaikkan 
                                                             
18 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (3) Tentang Susunan 
Organisasi Baitul Mal Kabupaten/Kota 
25 
taraf hidup masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, penyaluran batuan 
tersebut tentu akan sangat membantu meraka (fakir miskin) untuk mendapatkan 
kesejahteraan dalam hidup. 
Baitul Mal Aceh Besar mempunyai kendala (hambatan) dalam penyaluran 
bantuan rumah di wilayah Aceh Besar, salah satu penyebabnya adalah masih 
banyaknya rumah warga fakir miskin yang berada di daerah pelosok daerah, hal 
ini menyebabkan lembaga Baitul Mal Aceh Besar mempunyai kendala untuk 
memperoleh informasi dan data yang perlukan oleh pihak Baitul Mal. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1     Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 
bantuan rumah fakir miskin yang disalurkan oleh lembaga Baitul Mal Aceh 
Besar telah sesuai dengan ketentuan syari`ah.Penyaluran rumah bantuan fakir 
miskin ini akan sangat membantu mereka (fakir miskin) dalam mensejahterakan 
hidup. Adapun tujuan penyaluran rumah bantuan rumah fakir miskin adalah 
untuk membantu para fakir miskin mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni, 
namun lembaga Baitul Mal mempunyai kendala dalam hal pendataan atau 
informasi tentang jumlah fakir miskin yang berada di pendalaman (pelosok) 
daerah di Aceh Besar. Maka langkah yang ditempuh oleh Baitul Mal akan sulit 
untuk menjangkau masyarakat yang berada dipendalaman desa dan sangat jauh 
berada dengan perkotaan.  
4.2     Saran    
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut: 
1. Dapat meningkatkan kepedulian untuk menangani masalah rumah fakir 
miskin dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah 
pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya.  
2. Lembaga Baitul Mal Aceh Besar diharapkan dapat menyalurkan rumah 
bantuan fakir miskin hingga ke daerah-daerah yang berada dalam 
pendalaman (pelosok) daerah sehingga masyarakat dapat mendapatkan 
rumah yang layak untuk dihuni di masa akan datang. 
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